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IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

 

 

A.  Sejarah Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung  

 

Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.288 Tahun 1992 (KEP 

288/MEN/1992) ditetapkan sebagai “Hari Jadi” Departemen Tenaga Kerja. 

Berdasarkan Keputusan Presiden No.44 Tahun 1974, Departemen Tenaga 

Kerja berubah menjadi Depertemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan 

Koperasi. Dalam perkembangannya Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi 

dan Koperasi mengalami perubahan dengan dipindahkannya urusan Koperasi 

ke Departemen Perdagangan, kemudian disempurnakan kembali setelah 

masalah urusan Transmigrasi dilimpahkan ke Departemen Transmingrasi. 

Karena adanya otonomi daerah, maka pada bulan Januari 2001 Departemen 

Tenaga Kerja diubah namanya menjadi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar 

Lampung yang berlokasi di Jl. Pangeran Diponegoro No.52 Lungsir Bandar 

Lampung.  

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2008 

Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar 

Lampung Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan 

pemerintah daerah dibidang ketenagakerjaan berdasarkan asas otonomi dan 

tugas pembantuan serta perundang-undangan yang berlaku.  
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B. Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung 

 

Visi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung yaitu : “Terwujudnya tenaga 

kerja yang berkualitas, mandiri, profesional berakses global dan sejahtera”. 

Sedangkan Misi yang diemban oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar 

Lampung adalah : 

1. Menciptakan perluasan kesempatan kerja dan pengurangan 

pengangguran melalui penempatan tenaga kerja di dalam dan luar 

negeri 

2. Meningkatkan tenaga kerja yang terampil, produktif dan profesional 

serta mandiri secara menyeluruh konsisten dan berkesinambungan 

3. Menciptakan hubungan industrial yang harmonis berkesinambungan 

untuk kemajuan usaha dan kesejahteraan pekerja 

4. Mewujudkan kepastian hukum dalam bekerja dan berusaha untuk 

mencapai kehidupan yang layak 

5. Meningkatkan motivasi kerja dan pelayanan administrasi dalam 

menunjang pelayanan teknis operasional 

 

C. Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung 

  

 Struktur organisasi adalah susunan yang terdiri dari sekelompok orang yang 

bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Susunan organisasi Dinas 

Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung dibentuk berdasarkan Peraturan 
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Walikota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan 

Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung yang tediri dari : 

1. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung  

Kepala Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas memimpin, 

mengkoordinasikan dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan 

daerah dibidang ketenagakerjaan, sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan kebijakan yang diberikan oleh Walikota. 

2. Sekretariat 

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas 

dibidang kesekretariatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi : 

a. Pengelolaan urusan penyusunan program, monitoring dan evaluasi 

b. Pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian 

c. Pengelolaan urusan keuangan 

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, 

Sekretariat dibantu oleh : 

a. Sub Bagian Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi 

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  

c. Sub Bagian Keuangan 

3. Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja 

Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja mempunyai tugas pokok 

melaksanakan bimbingan dan pengurusan penyaluran dan penempatan 
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tenaga kerja serta perluasan tenaga kerja. Untuk melaksanakan tugas 

tersebut Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja mempunyai fungsi :  

a. Pelaksanaan bimbingan antar kerja dan bimbingan perijinan 

tenaga kerja dan tenaga kerja asing 

b. Pembuatan konsep rekomendasi ketenagakerjaan 

c. Pelaksanaan bimbingan Teknologi Tepat Guna 

d. Pelaksanaan bimbingan penyaluran dan perluasan kerja 

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, 

Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja dibantu oleh : 

a. Seksi Pendayagunaan Tenaga Kerja 

b. Seksi Penempatan Tenaga Kerja 

c. Seksi Pengembangan dan Perluasan Kerja 

 4. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja 

Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas 

membimbing dan membina Lembaga Latihan Swasta dan Pemerintah di 

bidang pelatihan dan kursus keterampilan, melaksanakan pelatihan kerja 

serta membuat konsep surat berkaitan dengan pelatihan dan pemagangan 

serta produktivitas tenaga kerja. Untuk melaksanakan tugas tersebut, 

Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai fungsi : 

a. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan lembaga latihan kerja 

swasta/pemerintah dan kursus-kursus keterampilan 

b. Penetapan metode kurikulum, standarisasi dan sertifikasi 

pelaksanaan pelatihan tenaga kerja swasta/pemerintah dan kursus-

kursus keterampilan 
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c. Pemberian ijin penyelenggaraan pelatihan bagi lembaga latihan 

kerja dan kursus keterampilan 

d. Pelaksanaan peningkatan SDM tenaga kerja melalui pelatihan 

e. Pelaksanaan pembinaan terhadap tenaga kerja magang dan 

perusahaan 

f. Pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga di bidang pelatihan 

tenaga kerja magang 

g. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap tenaga kerja 

magang 

h. Pelaksanaan bimbingan pelatihan produktivitas tenaga kerja 

kepada perusahaan 

i. Pelaksanaan pembinaan peningkatan produktivitas di perusahaan 

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, 

Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja dibantu oleh : 

a. Seksi Pelatihan Kerja dan Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja 

b. Seksi Pemagangan Tenaga Kerja 

c. Seksi Produktivitas Tenaga Kerja 

5. Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja 

Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja mempunyai tugas 

menyusun rencana, mengkoordinasikan, meneliti dan memeriksa serta 

memberikan bimbingan terhadap organisasi pekerja dan pengusaha, 

pembuatan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB), Peraturan Perusahaan 

(PP) dan Kontrak Kerja Waktu Tertentu (KKWT), membuat konsep surat 

yang berkaitan dengan kesejahteraan pekerja dan hubungan industrial dan 
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melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. Untuk melaksanakan 

tugas tersebut Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja 

mempunyai fungsi : 

a. Pelaksanaan pembinaan syarat-syarat kerja di perusahaan 

b. Pelaksanaan pembinaan, pencatatan organisasi pekerja dan 

pengusaha 

c. Pelaksanaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 

d. Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan hubungan industrial 

pancasila 

e. Pelaksanaan pembinaan perusahaan tentang pembentukan 

koperasi karyawan 

f. Pelaksanaan pembinaan Lembaga Kerja Swasta (LKS) bipartite 

dan tripartite 

g. Pelaksanaan pembinaan pengusaha tentang program kesejahteraan 

Pekerja 

Dalam meyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, 

Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja dibantu oleh : 

a. Seksi Hubungan Industrial 

b. Seksi Persyaratan Kerja 

c. Seksi Pemberdayaan Organisasi dan Kelembagaan Tenaga Kerja   

6. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan  

Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas Dinas dibidang ketenagakerjaan meliputi pembinaan, 
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bimbingan, pemantauan dan pengawasan penerapan peraturan 

ketenagakerjaan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Untuk 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengawasan 

Ketenagakerjaan mempunyai fungsi : 

a. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Norma Ketenagakerjaan 

b. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penerapan Jaminan 

Sosial Tenaga Kerja 

c. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Keselamatan dan 

Kesehatan Tenaga Kerja 

d. Pembinaan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan 

ketenagakerjaan 

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, 

Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dibantu oleh : 

a. Seksi Norma Ketenagakerjaan 

b. Seksi Kecelakaan Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

c. Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja  

Untuk lebih jelas dapat di lihat melalui bagan pada halaman berikut :  

 

 

 

 

 

 



42 
 

D. Kondisi Sumber Daya Manusia 

 

 Untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai jumlah pegawai 

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung berdasarkan jabatan, golongan 

dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel. 2. Jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung 

berdasarkan jabatan 

No Jabatan Jumlah 

1 Kepala Dinas 1 orang 

2 Sekretaris 1 orang 

3 Kepala Bagian 3 orang 

4 Kepala Bidang 4 orang 

5 Kepala Seksi 12 orang 

6 Staf 41 orang 

Jumlah 62 orang 

Sumber; Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung, Tahun 2008  

 Tabel. 3. Jumlah Pegawai berdasarkan golongan 

No Golongan Jumlah 

1 Golongan IV 10 orang 

2 Golongan III 45 orang 

3 Golongan II 6 orang 

4 Golongan I 1 orang 

Jumlah 62 orang 

 Sumber; Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung, Tahun 2008 

 Tabel. 4. Jumlah Pegawai berdasarkan jenis kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah 

1 Laki-Laki 43 orang 

2 Perempuan 19 orang 

Jumlah 62 orang 

Sumber; Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung, Tahun 2008 
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Berdasarkan data tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah pegawai di 

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung berjumlah 62 orang yang dapat 

dilihat berdasarkan jabatan, golongan dan jenis kelamin.  

 

 


